25. BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

a) Program ini didukung 12 (dua belas) kegiatan antara lain; 

1. Pengembangan Infrastruktur TIK pada Unit Kerja Pemprov dan Kab/Kota

2. Fasilitasi Penyediaan dan Penyembangan Jaringan TIK

3.  Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan pada Unit Kerja Pemprov

4. Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras

5. Fasilitasi Teknis TIK Aparatur Pemprov Jatim dan Kab/Kota

6. Kajian Issue Aktual

7. Penyebarluasan Informasi melalui Media 
8. Workshop dan Sosialisasi di Bidang Telematika

9. Pemberdayaan Lembaga Kehumasan Pemerintah/ Bakohumas

10. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat

11. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Forum Koordinasi Media Tradisional (FK Metra) dan Pemberdayaan Media Tradisional

12. Fasilitasi Komisi Informasi Publik (KIP).

b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi diatas memiliki pagu sebesar Rp. 10.646.244.000,- dan terealiasi sebesar 97,18 % atau Rp. 10.345.816.297,- yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/outcome pelaksanaan pembangunan  

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dimaksudkan untuk memberikan layanan TIK, layanan informasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat yang meliputi koneksi jaringan TIK dan kelancaran pertukaran data dan informasi antar kecamatan Provinsi Jawa Timur, koneksi jaringan FO antar SKPD dan Unit Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, monitoring pengelolaan bandwith dilingkungan SKPD dan Unit Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Lima ruang lingkup infrastruktur informasi yang harus dibangun dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu :

1. Infrastruktur informasi di kalangan internal lembaga pemerintahan, sehingga tidak ada lagi informasi yang berbeda untuk hal yang sama di lembaga pemerintahan.

2. Infrastruktur informasi antara lembaga pemerintahan dengan pengguna jasa yang spesifik. Pengguna jasa spesifik ini adalah para investor dalam dan luar negeri, para peneliti, dan sebagainya.

3. Infrastruktur informasi antara lembaga pemerintahan dengan semua warga negara secara umum.

4. Infrastruktur informasi antara lembaga pemerintahan dengan penyedia jasa komunikasi seperti perusahaan telekomunikasi, media massa, penyedia jasa internet, dan sebagainya.

5. Infrastruktur yang mendorong tumbuhnya berbagai inovasi untuk keempat infrastruktur fisik sebelumnya, yaitu peraturan, kebijakan, proses kerja, struktur organisasi, dan sikap. Yang tidak kalah pentingnya pada infrastruktur kelima ini adalah pendidikan. Tanpa pendidikan yang baik, masyarakat juga tidak akan bisa mengutilisasi informasi apapun dengan optimal.

Penyebarluasan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan, terutama dalam politik. Sebetulnya inilah yang menjadi alasan yang mendasar mengapa banyak pemerintahan di dunia ini membatasi akses informasi kepada masyarakat. Ketakutan masyarakat menjadi sangat kritis dan dapat menggoyang pemerintahan yang ada sudah terlanjur menikmati kekuasaannya. Dalam jangka pendek barangkali pemerintahan tersebut dapat bertahan, tetapi secara perlahan dia akan membuat pondasi yang rapuh di tatanan sosial politik masyarakatnya. Bahwa semakin terbuka informasi mengenai pemerintahan, semakin kritis masyarakat menyikapi politik pemerintahan tersebut. Jika pemerintahan menganggap ini sebagai ancaman, maka sikap yang muncul adalah membatasi informasi kepada masyarakat. Tetapi jika pemerintah menganggap kondisi demikian adalah suatu sparring partner dalam menjalankan roda pemerintahan dan akan membuat aparat pemerintah terus menerus melakukan proses pembelajaran, maka informasi mengenai pemerintahan akan dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat.

Jika pemerintah daerah sudah memiliki paradigma bahwa penyebarluasan informasi mengenai pemerintahan dan pembangunan tersebut kepada masyarakat luas diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan, maka proses pembelajaran antara pemerintah daerah dan masyarakat akan terbentuk dan akhirnya bersama-sama menuju masyarakat pembelajar dan membentuk keunggulan kompetitif.

Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang memberikan dukungan terhadap kinerja pemerintah dan pembangunan di Jawa Timur. Adapun kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas pelayanan informasi dapat dilihat tabel berikut : 

Tabel  4.60.1
Pelayanan Informasi Tahun 2011 – 2012

	No.
	Komponen
	Satuan
	2011
	2012

	1.
	Pengembangan Infrastruktur TIK pada Unit Kerja Pemprov dan Kab./Kota
	Kecamatan/ bakorwil
	60 dan 4
	60 dan 4

	2.
	Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Jaringan TIK
	SKPD/       unit kerja
	30 dan 18
	30 dan 18

	3.
	Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan pada Unit Kerja Pemprov
	SKPD/       unit kerja
	30 dan 11
	30 dan 11

	4.
	Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras
	SKPD/       unit kerja
	30 dan 18
	38 dan 18

	5.
	Fasilitasi Teknis Tik Aparatur Pemprov. Jatim dan Ka./Kota
	Kab/kota/ SKPD
	30
	90

	6.
	Kajian Issue Aktual
	Kali
	24
	24

	7.
	Penyebarluasan Informasi melalui Media melalui : 
	
	
	

	
	Jatim online
	News
	6600
	5280

	
	Radio 
	Kali
	27
	34

	
	Televisi 
	Kali
	36
	48

	
	Majalah/Tabloid 
	Expl
	6000
	6000

	
	Sosialisasi PPID 
	Kali
	2
	2

	
	Iklan Layanan Masyarakat 
	Kali 
	5
	2

	
	Spanduk 
	Buah
	99
	240

	
	Baliho
	Buah
	67
	4

	
	Umbul-umbul 
	Buah
	16
	-

	
	Balon udara
	Buah
	2
	2

	
	backdrop
	Buah
	3
	-

	
	Banner 
	Buah
	412
	100

	
	Leaflet 
	Buah
	4000
	2000

	8.
	Workshop dan Sosialisasi di Bidang Telematika
	Kali
	9
	9

	9.
	Pemberdayaan lembaga kehumasan pemerintah/bakohumas
	Kali 
	4
	4

	10.
	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat
	
	
	

	
	Pekan KIM 
	Kali 
	1
	1

	
	Lomba Cerdik Cermat Komunikatif  (LCCK) 
	Kali 
	4
	4

	
	Panggung sosialisasi 
	Kali 
	-
	4

	
	Jumlah KIM 
	Kelompok 
	436
	752

	11.
	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Forum Koordinasi Media Tradisional (FK Metra) dan Pemberdayaan Media Tradisional
	
	
	

	
	Ngopi Bareng Pak De 
	Kali
	12
	12

	
	Pembinaan Pertunjukan Rakyat 
	Kali
	4
	4

	
	Forum koordinasi media tradisional 
	Kali
	1
	-

	
	Gelar Media 
	Kali
	2
	-

	12
	Fasilitasi Komisi Informasi Publik (KIP) melalui : 
	
	
	

	
	Forum komunikasi dan sosialiasi 
	Kali
	6
	6

	
	Forum informasi dan akuntabilitas 
	Kali
	4
	1

	
	Focus group discussion 
	Kali
	3
	4

	
	Forum komunikasi PPID 
	Kali
	1
	2

	
	Press and gathering 
	Kali
	2
	2

	
	Interaktif melalui televisi dan radio 
	Kali
	14
	12

	
	Jumpa pers dan mediasi, ajudikasi non ligitasi terhadap keterbukaan informasi publik
	Kali
	3
	2

	
	Keterbukaan Informasi 
	Kali
	-
	1

	
	Bimbingan Teknis PPID
	Kali
	-
	1

	
	Rakor PPID se Jatim 
	Kali
	-
	1

	
	Rapat Monitoring dan Evaluasi 
	Kali
	-
	1

	
	PPID Award 
	Kali
	-
	1


Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Jawa Timur
Di era keterbukaan informasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK), menjadikan dunia seakan tanpa mengenal batas wilayah. Manusia dengan mudah dan cepat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini, apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam memilah dan memilih informasi yang tersedia secara transparan berdampak pada kontra produktif dalam kerangka pembangunan di segala bidang.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan tersebut, karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh dan berkembang di tengah – tengah kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia merupakan masyarakat sadar informasi yang diharapkan dapat berperan menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (top down) atau sebaliknya antara masyarakat dan pemerintah (bottom up).

KIM sebagai agen informasi, berperan aktif mendistribusikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yang bermanfaat untuk menopang aktivitas mereka. Selain kegiatan KIM, dengan adanya acara Ngopi merupakan program sosialisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang langsung disampaikan oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD melalui dialog bebas di media televisi. Acara Ngopi bareng Pakde Karwo merupakan bagian dari penyebarluasan informasi melalui televisi lokal yang memiliki jaringan yang luas dipandang sangat efektif karena mampu menyasar langsung ke masyarakat. Bentuk siaran langsung dan dibukanya saluran telepon pada saat siaran dilangsungkan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada stakeholder terkait. 

Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jatim tahun 2012 terhadap Badan Publik Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur cukup baik. Walaupun belum seluruh Badan Publik sadar bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban mereka untuk menampilkan pada situs resmi (wibsite), namun sejumlah Badan Publik pemerintah sudah menunjukkan kinerja cukup menggembirakan.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam hal memantau Badan Publik pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota se Jawa Timur melakukan tiga tahapan;  Pertama, mengevaluasi Badan Publik pemerintah mengenai keberadaan PPID termasuk sudah ber-SK dan punya struktur. Kedua, mengevaluasi keberadaan PPID pada Badan Publik tersebut mengenai implementasi UU KIP dalam hal membuat SPO / SOP dan Daftar Informasi Publik (DIP). Ketiga, mengevaluasi klasifikasi Informasi Publik sebagaimana amanat pasal 9 tentang Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, pasal 10 tentang Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta, pasal 11 tentang Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat,  dan pasal 12 tentang kewajiban Badan Publik mengumumkan layanan informasi setiap tahun serta Informasi Pengecualian sebagaimana pasal 6 dan 17.

Pada tahap awal dengan memberikan kesempatan pada Badan Publik pemerintah sampai akhir 2012, Badan Publik pada Pemprov Jatim mencapai catatan spektakuler alias 100 persen sudah menunjuk PPID, menuangkan pada Surat Keputusan dari atasan langsung Badan Publik, juga melengkapi dengan struktur PPID.

Namun pada tahap awal hasil evaluasi KIP Jatim di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur masih belum menggembirakan, mengingat baru 16 Kabupaten/Kota sudah menunjuk PPID, sekaligus menuangkan dalam SK beserta strukturnya.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sangat berharap bahwa pada tahap evaluasi kedua dan ketiga, seluruh Badan Publik sudah mampu mengimplementasikan, walaupun belum sempurna, mengingatkan jika sampai tahapan ketiga sudah mampu mewujudkan, maka peluang untuk Sengketa Informasi Publik kecil sekali terjadi. Bahkan kondisi PPID dan Badan Publik akan meningkat pada posisi mampu melaksanakan tujuan Undang-Undang ini untuk memberi peran serta masyarakat dalam kebijakan publik karena faktor masyarakat sudah cerdas berkat pengembangan ilmu pengetahuan dari pelaksanaan UU KIP.

d) Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan yang dihadapi antara lain : 

· Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah miskin/blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK);

· Tidak adanya lembaga penyebar informasi publik yang bersifat struktural hingga jajaran tingkat pemerintahan kecamatan;

· Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi;

· Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika; 

· Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang masih terbatas.

Solusi dari permasalahan yang dihadapi :

· Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat;

· Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Jatim  dari segi sosial, ekonomi, politik dan  pemerintahan;

· Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi untuk masyarakat umum guna meminimalisasi masyarakat yang gagap teknologi; 

· Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

2) Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi

a) Program ini didukung 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Pengelolaan Website Pemprov

2. Pemberdayaan Masyarakat Bidang TIK

b) Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi memiliki pagu sebesar Rp. 550.600.000,- terealiasi sebesar 99,64% atau Rp. 532.104.000,- yang secara rinci masing-masing realiasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/outcome pelaksanaan pembangunan  

Perkembangan pemanfaatan website dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti sampai dengan akhir tahun 2012 dari 60 SKPD sudah 56 SKPD yang mempunyai website.

Penggunaan nama domain go.id juga sudah dilakukan sebagian besar SKPD, dari 56 website SKPD ada 42 website telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kominfo No : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain go.id. 

Jumlah pengunjung website www.jatimprov.go.id rata-rata 36.901 pengunjung per hari sedangkan jumlah pengunjung website kominfo-jatimprov.go.id rata-rata 23.578 pengunjung per hari. 

Tabel 4.60.2 

Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi  Tahun 2011 – 2012

	No.
	Komponen
	Satuan
	2011
	2012

	1.
	Pengembangan Pengelolaan Website Pemprov
	website
	45
	56

	
	
	domain 
	36
	42

	2.
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang TIK
	kali/peserta
	360
	360


Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Jawa Timur
d) Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan yang dihadapi antara lain : 

· Masih ada beberapa SKPD yang belum memiliki website

· Masih kurangnya bimbingan teknis mengenai website terhadap SKPD di lingkungan Pemprov. Jatim.  

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui : 

· Update data dan informasi website www.jatimprov.go.id dan kominfo.jatimprov.go.id 

· Update aplikasi website www.jatimprov.go.id
· Memberikan bimbingan teknis pengelolaan website

· Melaksanakan rapat koordinasi pengelolaan website 

3) Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika 

a) Program ini didukung dengan 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi;

2. Pembinaan Bidang Pos dan Filateli;

3. Peningkatan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP);

4. Pengembangan dan Pemeliharaan Hardware dan Software Layanan Hosting dan Colocation;

5. Pembinaan Bidang Telekomunikasi;

6. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembangunan Telecenter.

b) Program tersebut memiliki pagu sebesar Rp. 5.585.000.000,- Terealiasi sebesar 98,25% atau Rp. 5.487.294.803,- yang secara rinci masing-masing realiasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/outcome pelaksanaan pembangunan  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi peluang dalam meningkatkan kapasitas masyarakat diberbagai bidang, diantaranya sebagai instrumen peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola potensi dan sumberdaya lokal yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat.

Kondisi geografis, tingkat pendidikan dan penghasilan masyarakat serta kurangnya pengetahuan akan potensi  teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan munculnya permasalahan kesenjangan digital dan kesenjangan informasi. Fakta di lapangan mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak merata. Beberapa sektor telah memanfaatkan dan berkembang dengan baik, tetapi di sektor lain belum berkembang terutama di wilayah pedesaan.

Tahun 2003 UNDP bersama BAPPENAS melakukan penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia dengan nama Asia Pacifik Development Informatioan Programme (APDIP). Tahun 2004 penelitian yang sama dilanjutkan dengan nama Prepatory Assistance for ICTs for Human Development. Penelitian ini merekomendasikan berbagai strategi dan Proyek Partnership for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP). Implementasi proyek Pe-PP adalah bentuk percontohan Multipurpose Community Development Telecenter yang selanjutnya disebut dengan nama Telecenter di enam Provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur.

Sejak tahun 2005 hingga sekarang di Jawa Timur telah memiliki 36 Telecenter yang dibentuk dan dibiayai APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, kecuali Telecenter Semeru di Kabupaten Lumajang dibiayai oleh UNDP dan BAPPENAS. Selain itu, terdapat 2 Telecenter yang dibiayai APBD Kabupaten, yaitu Telecenter Sakti di Kabupaten Malang dan Telecenter Meteor di Kabupaten Tuban. Dengan demikian jumlah Telecenter di Jawa Timur seluruhnya berjumlah 38 Telecenter .

Adanya telecenter tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dari berbagai kalangan, hal ini dibuktikan dengan jumlah pelanggan datang ke telecenter rata-rata per bulan mencapai 300 orang setiap telecenter. 

Adapun tujuan telecenter adalah pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang melalui peningkatan kemampuan memperoleh dan menyebarkan informasi berbasis teknologi informasi komunikasi. 

Sedangkan sasarannya : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang kewirausahaan, kesehatan dan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, berdemokrasi dan pembangunan; Meningkatnya komunikasi dialogis dan kerjasama antar kelompok masyarakat, masyarakat dengan pemerintah maupun dengan dunia usaha; Mengurangi keterisolasian dan kesenjangan digital;

Tahapan pengembangan telecenter meliputi : 

· Penyiapan tempat, infrastruktur pokok dan sarana pendukungnya

· Penguatan manajemen pengelolaan

· Penyiapan bahan pemberdayaan, pelatihan dan pelayanan

· Penyiapan peresmian dan sosialisasi

· Pemberdayaan dan diskusi

· Pelatihan dan pelayanan Telecenter untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi kelompok masyarakat

· Dokumentasi dan pencatatan hasil kegiatan

· Evaluasi dan pelaporan kegiatan

Tabel 4.60.3
Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Tahun 2011 – 2012

	No.
	Komponen
	Satuan
	2011
	2012

	1
	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi
	Kab/kota
	16
	16

	2
	Pembinaan Bidang Pos dan Filateli
	Kali/ sosialisasi
	2
	2

	3
	Peningkatan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)
	Kab/kota
	8
	8

	4
	Pengembangan dan Pemeliharaan Hardware dan Software, Layanan Hosting dan Colocation
	Kab/kota, bulan 
	38, 12
	38, 12

	5
	Pembinaan Bidang Telekomunikasi
	Kegiatan
	4
	4

	6
	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter
	Telecenter 
	6
	5


Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Jatim Tahun 2012

d) Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan yang umum masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek)

· Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang masih terbatas.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain : 

· Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat;

· Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk masyarakat umum guna meminimalisasi masyarakat yang gagap teknologi;

· Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Program dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;

3.  Monitoring dan Evaluasi Program.

b) Program tersebut memiliki pagu sebesar Rp. 2.436.106.000,- Terealiasi sebesar 98,99% atau Rp.  2.411.414.100,-.  Secara rinci masing-masing realiasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/outcome pelaksanaan pembangunan  

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimaksudkan untuk melayani masyarakat dengan memberikan berbagai informasi terkait program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan itu diharapkan terbangun partisipasi masyarakat Jawa Timur dalam setiap upaya memajukan pemerintahan dan pembangunan serta mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. 

Selama dua tahun terakhir perkembangan jumlah pengaduan pada tahun 2011 sebanyak 1302 pengaduan menurun menjadi 995 pengaduan pada tahun 2012. Penurunan ini memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur seperti rincian sebagai berikut : 

Tabel 4.60.
4Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2011 – 2012

	No.
	Komponen
	Satuan
	2011
	2012

	1.
	Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat :
	
	
	

	
	· Fasilitasi Ajang Wadul di TVRI Jawa Timur 
	Pengaduan
	1302
	995

	2.
	Koordinasi dan Sinkronisasi Program dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
	Kab/kota
	38
	38

	3.
	Monitoring dan Evaluasi Program
	Program/ kegiatan 
	33
	33


Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Jatim Tahun 2012

Penurunan jumlah angka pengaduan pada tahun 2012 atau kurang lebih 24% merupakan bukti tindak lanjut program kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung 4 strategi yaitu Pro Growth, Pro Poor, Pro Job dan Pro Environment.  

Dengan adanya penyelenggaraan acara Ajang Wadul ini memberikan dampak positif terhadap penyebarluasan informasi atas segala keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur dengan dipublikasikannya/sosialisasi program dan kegiatan yang terkait dari masing-masing SKPD.

d) Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan yang dihadapi antara lain : 

· Belum semua pengaduan masyarakat yang masuk pada acara Ajang Wadul bisa dijawab secara langsung dikarenakan jam tayang hanya 1 (satu)  jam. 

· Belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur merespon pengaduan masyarakat melalui forum Ajang Wadul, akan tetapi sering dijawab secara langsung ke penanya/pengadu (masyarakat) pada saat acara berlangsung, sehingga masih ada 23 pengaduan masyarakat yang tidak direspon dengan baik oleh SKPD. 

· Narasumber yang hadir pada saat acara Ajang Wadul masih dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan IV sehingga masih kurang maksimal dalam pemaparan program kegiatan yang terkait pada saat disampaikan ke publik. 

· Kurangnya dukungan dari anggaran sehingga kegiatan Ajang Wadul masih belum optimal, diharapkan tahun berikutnya dapat memberikan suport yang lebih besar sehingga hasil-hasil dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan dengan  adanya acara Ajang Wadul bisa memberikan pelayanan terkait penyebarluasan informasi kepada seluruh masyarakat. 

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui : 

· Jumlah acara Ajang Wadul dalam 1 bulan agar di tambah serta jam tayang, sehingga pelayanan informasi publik lebih optimal. 

· Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. 

· Penanganan pengaduan masyarakat akan dioptimalkan selain melalui surat menyurat yang berlangsung bersentuhan dengan SKPD terkait, BUMN/BUMD serta adanya layanan melalui website.  

· Pada tahun 2013 narasumber yang hadir pada acara Ajang Wadul diharapkan Kepala SKPD terkait sesuai surat edaran yang telah ditandatangani oleh Bapak Gubernur Jawa Timur.

1.2. SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH 

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa terdapat 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi KPID Jatim, Media Literacy dan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan di bidang Penyiaran.

b) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan pagu sebesar Rp. 2.620.000.000,- terealisasi sebesar 96,34% atau Rp. 2.523.978.100,- secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.

c) Hasil/Outcomes Pelaksanaan Pembangunan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dimaksudkan untuk memberikan Fasilitasi kepada semua Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur yang meliputi kegiatan pokok yang merupakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Komisi (sesuai dengan Undang-Undang) antara lain : Monitoring atau Pengawasan Isi Siaran, Evaluasi Dengar Pendapat, Bimbingan Teknis bagi SDM bidang Penyiaran, KPID Award dan lain-lain.

Selama Kegiatan Monitoring atau Pengawasan Isi Siaran yang dilakukan content isi siaran yang disiarkan oleh Televisi terutama TV Lokal di Jawa Timur sesuai dengan norma dan aturan yang ada yaitu sesuai dengan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Hal ini dapat dilihat dari dugaan pelanggaraan yang dilakukan lembaga penyiaran yang dimonitor antara tahun 2011 dan tahun 2012.

Tabel 4.61.1
Monitoring Atau Pengawasan Isi Siaran Tahun 2011-2012

(Tiap Kali Tayang)

	URAIAN
	2011
	2012
	KETERANGAN

	Kekerasan
	1.146
	729
	Hasil Monitoring Isi Siaran dari 36 lembaga penyiaran televisi yang dipantau dari sejumlah 51 lembaga penyiaran televisi yang ada (yang sudah mengantongi ijin IPP dan RK)

	Merokok
	106
	161
	

	Pornografi
	2.947
	1.173
	

	Kata-kata Jorok
	179
	79
	

	Kuis Berhadiah
	60
	5
	

	Kebancian-bancian
	2
	0
	

	Mistik
	2
	7
	

	Minum-minuman Keras
	13
	58
	


 Sumber : Sekretariat KPID Prov. Jatim, 2012

Data dimaksud adalah Hasil dari Kegiatan Monitoring atau Pengawasan Isi Siaran dari 36 Lembaga Televisi Lokal yang ada di Jawa Timur yaitu :
Tabel 4.61.2
Nama Lembaga Penyiaran Jawa Timur Tang Dipantau Tahun 2012
	NAMA KABUPATEN/KOTA
	NAMA LEMBAGA PENYIARAN (TV)

	SURABAYA
	1. TVRI

2. TV 9

3. JTV

4. SPACETOON

5. SBO TV

6. MHTV

7. BBS TV

8. AREK TV

9. MNTV

10. BCTV (PT. Oxcy Media TV)

11. SURABAYA TV

12. TRANS TV

13. ANTV

14. GLOBAL TV

15. SCTV

16. RCTI

17. TRANS 7

18. INDOSIAR

19. MNCTV

20. TV ONE

21. METRO TV

	JOMBANG
	1. KS TV

2. BBS TV

	KEDIRI
	1. JTV KEDIRI

2. DHOHO TV

3. KS TV

	BATU
	1. A TV (Agropolitan TV)

2. DHAMMA TV

3. BATU TV

	MALANG
	1. MALANG TV

	BOJONEGORO
	1. MATO / JTV BOJONEGORO

2. B ONE TV

	JEMBER
	1. JTV JEMBER

	BANYUWANGI
	1. JTV BANYUWANGI

	MADIUN
	1.    MADIUN TV/MADIUN SAKTI

	PAMEKASAN/MADURA
	1.     MADURA CHANNEL


Sumber : Sekretariat KPID Prov. Jatim, 2012

Dari hasil pantauan atau Monitoring Isi Siaran dugaan pelanggaran dari tahun 2011 ke tahun 2012 secara keseluruhan mengalami penurunan. Kondisi semacam ini karena adanya unsur pembinaan kepada lembaga penyiaran yaitu dengan melakukan pemanggilan kepada lembaga penyiaran yang memberikan tayangan yang tidak sesuai dengan standar aturan yang berlaku dari hasil dugaan pelanggaraan melalui Kegiatan Monitoring Isi Siaran. 

Berbagai upaya telah dilakukan agar Kegiatan Monitoring atau Pengawasan Isi Siaran dapat berhasil yaitu dengan melakukan pengembangan alat monitoring yang berkapasitas besar dan dapat merekam setiap mata acara/program siaran televisi selama 24 jam.  Selain alat monitoring selalu dilakukan Pembinaan SDM bagian monitoring, hal ini dimaksudkan agar SDM yang melakukan kegiatan monitoring lebih peka dan lebih profesional. Untuk tahun 2013 lebih mengefektifkan alat monitoring yang baru dan lebih mengarah ke pengembangan sistem monitoring sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Jawa Timur serta dikembangkan untuk memonitor Isi Siaran dari Lembaga Penyiaran Radio yang saat ini belum dilakukan pengawasan terhadap isi siaran. Selain itu juga untuk tahun 2013 kegiatan monitoring lebih dikembangkan dengan melakukan evaluasi (sudah mengarah atau berorientasi pada bagaimana dampak dari kegiatan monitoring terhadap perilaku masyarakat Jawa Timur).

Namun saat ini karena keterbatasan alat monitoring yang dimiliki maka Kegiatan Monitoring masih dilakukan pada 36 lembaga penyiaran televisi dari 51 lembaga penyiaran televisi yang mempunyai izin IPP dan RK, dan juga Kegiatan Monitoring ini masih dilakukan hanya pada lembaga penyiaran televisi belum mengarah pada lembaga penyiaran radio.

Kegiatan Evaluasi Dengar Pendapat yang mempunyai tujuan untuk bahan penilaian dalam Evaluasi Internal KPID, dan dalam Evaluasi Internal ini diputuskan apakah Pemohon Izin dinyatakan LAYAK atau TIDAK LAYAK mendapat REKOMENDASI KELAYAKAN penyelenggaraan penyiaran, dan dapat diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu FRB (Forum Rapat Bersama) antara KPI dengan Pemerintah. Jadi kewenangan KPI Daerah mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan (sebagai produk keluaran yang dihasilkan oleh KPI Daerah).

Adapun Data Lembaga Penyiaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.61.3
Data Perizinan Lembaga Penyiaran Jawa Timur Tahun 2012

	JENIS     LEMBAGA PENYIARAN
	TAHUN 2012
	KETERANGAN

	
	DALAM PROSES PENGURUSAN PERIZINAN

(VA, VF, PRA EDP & EDP)
	REKOMENDASI KELAYAKAN    (RK)
	YANG TELAH BERIZIN

(IPP)
	

	LPS - TV Lokal Analog
	12
	18
	18
	

	LPS - TV SSJ
	31
	2
	0
	

	LPPL - TV
	1
	0
	1
	

	LPK - TV
	4
	0
	0
	

	LPB - TV
	13
	6
	6
	

	TOTAL
	61
	26
	25
	


Sumber : Sekretariat KPID Prov. Jatim, 2012
	JENIS     LEMBAGA PENYIARAN
	TAHUN 2012
	KETERANGAN

	
	DALAM PROSES PENGURUSAN PERIZINAN

(VA, VF, PRA EDP & EDP)
	REKOMENDASI KELAYAKAN    (RK)
	YANG TELAH BERIZIN

(IPP)
	

	LPS - Radio
	78
	75
	143
	

	LPPL - Radio
	20
	7
	9
	

	LPK - Radio
	71
	47
	0
	

	TOTAL
	169
	129
	152
	


Sumber : Sekretariat KPID Prov. Jatim, 2012

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Kegiatan Pengawasan Isi Siaran yang dilakukan masih pada lembaga penyiaran televisi;
· Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk kegiatan utama (Monitoring Isi Siaran) masih terbatas dan sangat sederhana;
· Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan Perencanaan.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, melalui :

· Melakukan pengadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan utama penyiaran (alat monitoring) secara bertahap baik untuk televisi dan radio;
· Melakukan Real Time schedule.
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